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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK -----------om---- , lahir di Cilegon, 07 Februari 1988, umur 32 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Suplayer
Kontraktor), tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

Termohon, lahir di Sukabumi, 23 Maret 1991, umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Sankyu),
tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal
27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan
hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 30 Oktober 2016 di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor--------------- tertanggal 31 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah
tangga bersama dan tinggal di Kecamatan Pulomerak, kemudian pindah

ke Gerogol dan terakhir tinggal di Kabupaten Serang sampai berpisah;
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3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan
belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran sekitar sejak bulan Juli 2019 yang sulit untuk dirukunkan lagi
yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

4.1 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

4.2 Termohon memiliki sifat egois yang berlebih;

4.4 Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon puncak
nya terjadi pada tanggal 20 Juli 2020, karena Termohon tidak mau
dinasehati dan melawan Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami
istri lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada
upaya damai dari pihak keluarga;

7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah
memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon
selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan
terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal
Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon
untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa
rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan
sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:
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Primair:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan

mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap di hadapan sidang Pengadilan
Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak
pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran
Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor
520/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 29 Juli 2020, dan 12 Agustus 2020;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi
karena Termohon tidak menghadap ke persidangan namun demikian majelis
hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon
tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -------- yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon,
Provinsi Banten, tanggal 31 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah di-
nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
lalu diberi tanda P dan diparaf;
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B. Bukti Saksi

1.- -Saksi |, tempat tanggal lahir, Jakarta 15 Desember 1955, Agama

Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat

kediaman di Kota Cilegon, Saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
------ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon
(menantu Saksi);

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Kecamatan Pulomerak, kemudian pindah ke Gerogol dan terakhir
tinggal di Kabupaten Serang sampai berpisabh;

------------- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak
harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan;

-Bahwa Saksi melihat perselisihan Pemohon dan Termohon karena
Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
-Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
adalah karena Termohon keras kepala seperti ketika mempunyai
keinginan harus dituruti dan tidak mau mendengar nasehat dari
Pemohon;

——————— Bahwa penyebab lain perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena keluarga Termohon kurang merasa senang
jika keluarga Saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli
2020 yang lalu;

-Bahwa setelah pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak
pernah hidup rukun lagi sampai sekarang;

------ Bahwa setelah pisah rumah Saksi dan pihak keluarga sudah
berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun
tidak berhasil, karena Termohon menyatakan kepada Saksi bahwa
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Termohon meminta cerai dari Pemohon, dan Pemohon tidak mau lagi
beristrikan Termohon;

2.---Saksi Il, tempat tanggal lahir, Serang 8 Juli 1964, agama Islam,

pendidikan Strata Satu, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat

kediaman di Kota Cilegon, Saksi adalah ibu kandung Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
------ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon
(menantu Saksi);

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Kecamatan Pulomerak, kemudian pindah ke Gerogol dan terakhir
tinggal di Kabupaten Serang sampai berpisabh;

------------- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak
harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan;

-Bahwa Saksi melihat perselisihan Pemohon dan Termohon karena
Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
-Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
adalah karena Termohon keras kepala dan suka membantah nasehat
dari Pemohon;

——————— Bahwa penyebab lain perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Saksi sebagai
mertuanya, karena sejak menikah dengan Pemohon dan setiap bulan
puasa Termohon tidak mau berkunjung ke rumah Saksi, dan Saksi
tidak tahu apa penyebabnya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli
2020 yang lalu, karena Termohon telah pulang ke rumah orang
tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

-Bahwa setelah pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah hidup rukun lagi sampai sekarang;
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—————— Bahwa setelah pisah rumah Saksi dan pihak keluarga sudah
berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun
tidak berhasil, karena Termohon menyatakan kepada Saksi bahwa
Termohon meminta cerai dari Pemohon, dan Pemohon tidak mau lagi
beristrikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan
bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan
kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di Kota Cilegon, Provinsi
Banten;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif
Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Cilegon berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon
tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126
HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah menghadap ke
persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal
130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian
majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian,
majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon,
karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta
Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan
Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok dengan
aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2016, oleh karena itu
harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil
dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat
formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa
permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing), dan
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Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Juli 2019 rumah tangga
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan
alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 20 Juli 2020 yang
lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,
jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil
permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di
persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat
dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person),
telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta
relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus
dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo.
Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi
tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta
pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :

R Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
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2.-Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan;

3.Bahwa Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari
Pemohon;

4.Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020
yang lalu;

5.Bahwa setelah pisah rumah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk
mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak
berhasil;

6. Bahwa Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah,
sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur’an
surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal
tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini
sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa
sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap
saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan
saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang
menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling
mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran
sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
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B4

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa
indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta
perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau
perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu “perbedaaan pendapat’,
“ketidaksesuaian”, “hampanya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan
perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi
mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan
istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan
perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat

227 yang berbunyi : _
He goa all 515 sUll 13258 3]s
YTV 16 el

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan
(isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan
mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon
dimuka sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya
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perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat
dalam amar putusan ini;
Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 18 Agutus 2020 M
bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 H, oleh Akbar Ali, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Martina Lofa, S.H.l., M.H.l. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.
sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Juleha, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Martina Lofa, S.H.l., M.H.I. Akbar Ali, S.H.I.
Hakim Anggota
ttd
Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti,
ttd
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Juleha, S.H.l.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp__6.000,00

Jumlah Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



